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PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR {C TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGG/ AN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa memenuhi Kketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomox 10 Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016, perlu ditetapkan Paraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
melalui Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Teng:'
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik "adones Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan baran Negara Republik Indonesia
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4..J);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara ..epublik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

« craturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubghan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lgmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan 1 2 an
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Neg~——a
yublik Indonesia Nom«  «.J2) sebagaimar _ telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara R¢ ublik
Indonesia Nomor 5340};
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah di__:_ 2
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daecrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5153);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578};
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (I mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (L. 1baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Tf-aturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentanc Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia .qdhun Zol. womor o, .ambauan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas @ -aturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 .ahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 450};

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah "1bup:* n Gunung Mas T: " un
2014 Nomor 207);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016
Nomor 228);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7
Tahun 2016 tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunur._, Mas
Tahun 2016 Nomor 235);

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun
2014 tentang Kebijjakan Akutansi Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 304)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2015
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tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
34 Tahun 2014 tentang Kebijakan A 1tansi
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita
Daerah Kaburaten Gunung Mas T: un 2015
Nomor 34,;

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun
2014 tentang Sistem Akutansi Pen ‘intah
Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 305) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Sistem Akutansi Pemerintah Kab. Gunung Mas
(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015
Nomor 347);

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun
2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2014 Nomor 309},

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGA..AN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan realisasi angaran tahun anggaran 2016, terdiri dari :

a.

b.

Pendapatan Daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 37.472.944.511,07

2. Dana Perimbangan

Rp. 824.244.037.834,00

3. Lain-lain pendapatan

yang sah

Jumlah Pendapatan

Belanja Daerah

Rp. 118.979.006.278,55

1. Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai Rp. 338.040.742.740,00

b) Belanja Bunga
c) Belanja Subsidi
d) Belanja Hibah

Rp. -
Rp. -
Rp. 16.761.500.000,00

¢) Belanja Bantuan Sosial Rp. 459.797.970,00
f) Belanja Bagi Hasil Rp. -
g) Belanja Bantuan Keuangan ~ Rp. 137.841.620.066,88

h) Belanja Tidak T

2. Belanja Langsung

erduga Rp. 56.500.000,00

Rp.493.160.160.776,88

a) Belanja Pegawai Rp. 33.591.973.432,56
b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 183.880.698.828,84

c) Belanja Modal

Jumlah E

Rp. 7" 942.211.515,

Rp. 510 ?14.883,774 04

Rp.980.695.988.623,62

anja Rp.1.003 5.0¢ .503,82 |
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c. P Tayai-
1. Penerimaan Rp. 77.303.954.364,54
2. Pengeluaran Rp. 7.550.000.000,00
Jumlah Pembiaayaan Netto D~ /0752 054 364,54

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 46.974.898.434,34

Pasal 2

Ringkasan lapor . realisasi anggaran sebag: "~ ana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung

Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
nada +an'n'ol Ig Agu;(—us 20017

?IG MAS,

-/

JOHONG
Diundangkan di Kuala Kurun /
pada tanggal (& Agusius 207
SEKRETARIS DAERAH
AS,
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